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SALINAN
PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Gs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim,  telah  menjatuhkan

putusan dalam perkara “CERAI TALAK” antara :

Pemohon,  umur  38  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan  Kuli

bangunan,  tempat  kediaman di  Dusun Kedung Kakap,  RT 02

RW  01,  Desa  Kedungsekar,  Kecamatan  Benjeng,  Kabupaten

Gresik sekarang berdomisili di Dusun Kedung Sambi, RT 02 RW

01, Desa Kedungsekar, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik,

sebagai Pemohon;

melawan

Termohon,  umur  37  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Ibu

Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kedung Kakap, RT

02 RW 01, Desa Kedungsekar, Kecamatan Benjeng, Kabupaten

Gresik, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah  mendengar  keterangan  Pemohon,  Termohon  dan  para  saksi

dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Maret

2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor

556/Pdt.G/2024/PA.Gs, tertanggal 19 Maret 2024 , telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa  Pemohon   telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Termohon pada tanggal 17 Juni 2007,  yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Benjeng,  Kabupaten  Gresik,

sebagaimana  kutipan  akta  nikah  Nomor:  184/28/VI/2007  tanggal  18  Juni

2007;
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2. Bahwa  sebelum  menikah  Pemohon  berstatus  Jejaka, sedangkan

Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat

tinggal bersama terakhir dirumah bersama dengan alamat di Dusun Kedung

Kakap, RT 02 RW 01, Desa Kedungsekar, Kecamatan Benjeng, Kabupaten

Gresik, selama 16 tahun;

4. Bahwa  selama  pernikahannya  tersebut,  Pemohon  dan  Termohon

sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba’da dukhul), dan sudah

dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Siti Magfiratun Nikma lahir di Gresik

16 Mei 2009 dan Naura Safiya Rahma lahir di Gresik 30 Agustus 2015, yang

saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan

harmonis, namun sejak bulan September 2016 rumah tangga Pemohon dan

Termohon   mulai  tidak  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang disebabkan karena: 

a. Termohon seringkali menuntut diberikan nafkah lebih oleh Pemohon;

b. Termohon memikili sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon,

dan selalu mencurigai Pemohon telah berselingkuh;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut  terjadi  pada

bulan September 2023 yang akibatnya Pemohon pamit  pulang ke rumah

orang tuanya sendiri dengan alamat Dusun Kedung Sambi, RT 02 RW 01,

Desa  Kedungsekar,  Kecamatan  Benjeng,  Kabupaten  Gresik,  hingga

sekarang berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, dan Pemohon pernah berkunjung

kerumah bersama untuk mengunjungi anak dan memberikan uang;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan

jalan/cara  bermusyawarah  atau  berbicara  dengan Termohon secara  baik-

baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun

usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  di atas,  maka  Pemohon

merasa  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon  tidak  bisa

dipertahankan  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi,  maka

Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
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10. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  perkara  yang  timbul

dalam perkara ini;

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

agar  berkenan  memanggil,  memeriksa  dan  mengadili  serta  menjatuhkan

putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap  Termohon  (Termohon)  di  hadapan  sidang  Pengadilan  Agama

Gresik;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon

dan  Termohon  datang  menghadap  ke  persidangan,  dan  Majelis  Hakim  telah

berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  memerintahkan  kepada  Pemohon  dan

Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan

dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 23 April

2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya

tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  atas  permohonan  Pemohon,  Termohon  mengajukan  jawaban

secara lisan pada pokoknya :

- Bahwa Termohon sudah menerima permohonan Pemohon;

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;

- Bahwa Termohon sudah siap mengajukan jawaban pada hari  ini

secara lisan;

- Bahwa dalil Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar;

- Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon;
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- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak mengunjungi dan

tidak memberi nafkah wajib;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak

berhasil;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan  replik

secara lisan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa  terhadap  replik  Pemohon  tersebut,  Termohon  menyampaikan

duplik secara lisan Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan

telah mengajukan bukti berupa: 

A. SURAT:

1.  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Mohammad  Asyari  Nomor

3525041402860001 Tanggal  11  Februari  2018 dari  Pemerintah  Kabupaten

Gresik  Bukti  surat  tersebut  telah diperiksa oleh Majelis  Hakim, dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi

kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2.  Fotokopi  Kutipan Akta Nikah dari  KUA Benjeng Kabupaten Gresik Provinsi

Jawa Timur, Nomor 184/28/VI/2007 Tanggal 18 Juni 2007. Bukti surat tersebut

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal

dan paraf Ketua Majelis; 

3.  Fotokopi  Kartu  Keluarga  atas  nama  Kepala  Keluarga  Mohammad  Asyari

Nomor 3525043101220003 Tanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1 . Abdul Rochim Bin Katimin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,

bertempat tinggal di Dusun Ngepung, RT01 RW06, Desa/Kelurahan Kabuh,

Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur., memberikan

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
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 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi

adalah kakak kandung Pemohon;

 Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon menghadap  ke  persidangan

akan menggugat cerai Termohon;

 Bahwa  Hubungan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  adalah

suami isteri sah, (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak Siti

Magfiratun Nikma, dan Naura Safiya Rahma, yang saat ini kedua anak

tersebut berada dalam asuhan Termohon;

 Bahwa  Setahu  saksi  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  awalnya  rukun  dan  harmonis,  namun  kemudian  selalu

diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon seringkali

menuntut diberikan nafkah lebih oleh Pemohon;

 Bahwa saksi  mengetahui  pertengkaran Pemohon dan Termohon,

kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

 Bahwa  Selama berpisah  tempat  tinggal,  Termohon  tidak  pernah

memberi nafkah kepada Pemohon dan tidak pernah saling mengunjungi;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon, namun tidak berhasil;

 Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 .  Achmad Shohir Bin Ngadimen, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan

petani,  bertempat  tinggal  di  Dusun  Kedung  Sambi  RT02  RW01,

Desa/Kelurahan  Kedung  Sekar,  Kecamatan  Benjeng,  kabupaten  Gresik,

Provinsi  Jawa Timur.,  memberikan keterangan di  bawah sumpah sebagai

berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi

adalah paman Pemohon;

 Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon menghadap  ke  persidangan

akan menggugat cerai Termohon;

 Bahwa  Hubungan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  adalah

suami isteri sah, (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

 Bahwa  Setahu  saksi  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai
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perselisihan  dan  pertengkaran,  disebabkan  Termohon  memikili  sifat

cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;

 Bahwa saksi  mengetahui  pertengkaran Pemohon dan Termohon,

kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

 Bahwa  Selama berpisah  tempat  tinggal,  Termohon  tidak  pernah

memberi nafkah kepada Pemohon dan tidak pernah saling mengunjungi;

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon, namun tidak berhasil;

 Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa  Termohon  tidak  mengajukan  bukti  apapun  di  persidangan,

meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang

isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk

berita  acara  persidangan  perkara  ini,  yang  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang

dilaksanakan  berdasar  Hukum  Islam,  maka  berdasarkan  Pasal  49  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara a

quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  mendalilkan  telah  menikah  dengan

Termohon  sebagaimana  kutipan  akta  nikah,  dan  perkawinan  tersebut  hingga

saat  ini  belum  pernah  putus,  dengan  demikian  Pemohon  mempunyai  legal

standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  kedua

belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak

untuk  menempuh  mediasi  sesuai  ketentuan  PERMA Nomor  1  Tahun  2016,
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namun  berdasarkan  surat  pemberitahuan  dari  Hj.  ISTIQOMI,  S.H.,  Mediator

Pengadilan Agama Gresik tertanggal 23 April 2024, yang menyatakan mediasi

antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali menuntut

diberikan  nafkah  lebih  oleh  Pemohon,  dan  Termohon  memikili  sifat  cemburu

yang  berlebihan  kepada  Pemohon,  dan  selalu  mencurigai  Pemohon  telah

berselingkuh;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah

memberikan  jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah

terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon,

penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis

berpendapat  bahwa Termohon telah  mengakui  dengan tegas telah  terjadinya

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  didalilkan  Pemohon  sehingga  dengan

demikian  sesuai  ketentuan  Pasal  174  HIR  pengakuan  Termohon  tersebut

cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran

antara  Pemohon dengan  Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini

adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga

Pemohon  dan  Termohon  sudah  sedemikian  parah,  sehingga  Pemohon  dan

Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  Permohoanan Pemohon

telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat

dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan

ini;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  adalah  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda

Penduduk  atas nama Pemohon,  bermeterai  cukup,  di-nazegelen,  dan cocok

dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  tempat  tinggal

Pemohon,  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil

pembuktian;
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Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,

bermeterai  cukup,  di-nazegelen,  dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon

dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas,  sehingga bukti tersebut

telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang,  bahwa bukti  P.3  adalah  berupa fotokopi  Kartu  Keluarga,

bermeterai  cukup,  di-nazegelen,  dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta

otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  adanya  hubungan  keluarga

antara  Pemohon  dan  Termohon  sebagaimana  dipertimbangkan  di  atas,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  bukti  bukti   tersebut  mempunyai

kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR  jo Pasal 1870

KUH Perdata; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya,

dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah

tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha

mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka

kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon

didasarkan  pengetahuan,  penglihatan  dan  pendengaran  langsung  dan

keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-

saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan

Pasal 172 HlR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi

Pemohon  tersebut  dipandang  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil

kesaksian,  maka  keterangan  saksi-saksi  tersebut  merupakan  alat  bukti  yang

mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  mengajukan  bukti  apapun,  dengan

demikian Termohon dinilai  tidak  mampu membuktikan dalil-dalil  bantahannya,

karena itu dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-

saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta-fakta sebagai

berikut :
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 Bahwa  hubungan  antara  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  isteri

yang sah, (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak Siti Magfiratun

Nikma, dan Naura Safiya Rahma;

 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi,

diantara  mereka  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus yang  disebabkan Termohon seringkali  menuntut  diberikan nafkah

lebih oleh Pemohon, dan Termohon memikili sifat cemburu yang berlebihan

kepada Pemohon, dan selalu mencurigai Pemohon telah berselingkuh;

 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut,  kemudian terjadi

pisah  tempat  tinggal  antara  Pemohon  dan  Termohon  hingga  sekarang

berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;

 Bahwa selama pisah tempat tinggal  tersebut,  Pemohon dan Termohon

tidak pernah saling mengunjungi,  demi keutuhan dan keharmonisan rumah

tangga;

 Bahwa  Pemohon  didalam  persidangan  menunjukkan  sikap  sungguh-

sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan

Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  dalam  petitum angka  2  Pemohon  menuntut  agar

dijatuhkan  talak  satu  bain  sughro  Termohon  kepada  Pemohon,  akan

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,   bahwa  menurut  Pasal  39  UU  Nomor  1 Tahun   1974

tentang  perkawinan    menentukan    bahwa   untuk   melakukan    suatu

perceraian  harus  ada cukup  alasan  dimana  suami  istri tidak  akan  dapat

hidup  rukun  sebagai  suami istri  dan  pengadilan   telah  berusaha   dan  tidak

berhasil   mendamaikan    kedua belah pihak.  Selanjutnya  dalam Pasal  19

huruf (f) PP Nomor 9  Tahun  1975 jo Pasal 116  huruf  (f)  Kompilasi   Hukum

Islam, menegaskan  salah  satu  alasan perceraian yaitu  adanya   perselisihan

dan  pertengkaran   yang  terus  menerus antara  suami  istri dan tidak ada

harapan  lagi untuk kembali  rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa

unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk  terjadinya   perceraian    baik   cerai  talak

maupun  cerai gugat yaitu:
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1. Adanya   alasan   telah  terjadinya   perselisihan   dan  pertengkaran    yang

terus menerus; 

1. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan  suami   istri  sudah  tidak

ada harapan  untuk kembali  rukun;

2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami  istri tapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa unsur-unsur  tersebut  akan dipertimbangkan    satu

persatu  dengan  mengaitkan  fakta-fakta  yang  terjadi  dalam  rumah   tangga

Pemohon  dengan  Termohon,  sehingga  antara  Pemohon  dan   Termohon

dipandang  telah  memenuhi  unsur-unsur  terjadinya  suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi  yang  diajukan

Pemohon terbukti   bahwa  antara  Pemohon dengan  Termohon telah terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus   yang  disebabkan  Termohon

seringkali  menuntut  diberikan  nafkah  lebih  oleh  Pemohon,  dan  Termohon

memikili sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, dan selalu mencurigai

Pemohon telah berselingkuh, dengan  demikian  unsur pertama  tersebut telah

terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terbukti  pula  bahwa  akibat  dari

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

pisah  tempat   tinggal   selama  6  bulan,  meskipun  selama  pisah  tersebut

terkadang Pemohon masih pulang untuk memberikan nafkah Termohon melalui

anaknya,  namun  demikian  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak

berhubungan suami isteri  dan telah  diupayakan oleh pihak keluarga  kedua

belah   pihak   agar  dapat kembali  rukun, tapi upaya tersebut  tidak berhasil,

dengan  demikian  unsur kedua juga  telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon

dan  Termohon  dari  awal  persidangan  dan  pada  setiap   persidangan  sesuai

ketentuan  Pasal  31  Peraturan Pemerintah  Nomor   9  Tahun  1975,  bahkan

Majelis telah mengoptimalkan   upaya  damai  melalui  mediasi  sesuai   PERMA

Nomor   1  Tahun  2016,   namun   upaya  tersebut   tidak  berhasil,   dengan

demikian  unsur ketiga juga  telah terpenuhi;

Menimbang,    bahwa  dengan  pertimbangan   tersebut  di  atas dapat

ditarik  suatu kesimpulan  bahwa  perselisihan   dan  pertengkaran   sudah

menjadi  pecah  (broken marriage) dipandang  telah memenuhi  unsur-unsur
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terjadinya  perceraian  sebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan  perundangan

seperti tersebut di atas;

Menimbang,    bahwa   terhadap   perkara   ini  dapat   diterapkan   pula

Yurisprudensi   Mahakamah   Agung  RI Nomor  379  KlAG/1995   tanggal  26

Maret 1997   yang    abstraksi    hukumnya    menyatakan    apabila    suami

istri    terjadi  perselisihan  dan terjadi  pisah tempat,  maka  rumah  tangga

mereka  telah  pecah dan  permohonan   cerai  telah  memenuhi  ketentuan

Pasal   19  huruf   (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor   9  Tahun   1975,   maka

permohonan   Pemohon untuk  cerai  dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya

sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran  akan   sulit   untuk mewujudkan

rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan  kasih  sayang seperti  yang

diharapkan  oleh  setiap  pasangan  suami   istri,  justeru  sebaliknya  akan

menimbulkan kemudharatan dan perselisihan  yang  berkepanjangan  salah

satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut  sejalan  dengan  pendapat

pakar Hukum Islam  dalam   kitab  “Madza   Hurriyyatuz   Zaujaeni   Fi-thalaq”

yang diambil  alih  menjadi  pertimbangan   Majelis  Hakim  dalam  memutus

perkara  ini yang  menyatakan "Islam memilih lembaga talak   perceraian   ketika

rumah  tangga   sudah   dianggap   guncang    tidak   harmonis  dan  tidak

bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan  suami  isteri  sudah   hilang

(tanpa  ruh),  sebab  dengan   meneruskan  perkawinan berarti  menghukum

salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut

adalah  suatu  bentuk  penganiayaan  yang  bertentangan  dengan  semangat

keadilan;

Menimbang,  bahwa  dalam  rumah  tangga  yang  pecah  jika  tetap

dipertahankan  dalam  satu  ikatan  perkawinan  tidak  akan  menciptakan  dan

mencapai  tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal  1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat

melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena

itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih

baik bagi Pemohon dan Termohon;  

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  perlu

mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:
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Artinya:  “Dan  jika  mereka  ber’azam  (bertetap  hati)  untuk  talak,

sesungguhnya Allah  Maha  Mendengar lagi Maha Mengetahui”;  

Menimbang,  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  berhubungan

sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai,

maka  sesuai  Pasal  118  Kompilasi  Hukum  Islam  talak  yang  dijatuhkan  oleh

Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil

permohonan  a quo  Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka

petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  sesuai  ketentuan  Pasal  89  ayat  1  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  dengan  Undang  Undang

Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  segala  pasal-pasal  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum syar’i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Gresik;

3. Membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  Pemohon  yang  hingga  kini

dihitung sebesar Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis

yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. JURAIDAH sebagai

Ketua Majelis,  Dra.  Hj.  NURHAYATI  LATUCONSINA, M.H dan SUDILIHARTI,

S.HI.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga,  oleh  Ketua  Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FIFIT FITRI

LUTFIANINGSIH, S.H.,  M.H.,  M.M.  sebagai  Panitera Pengganti  serta  dihadiri

oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

SUDILIHARTI, S.HI.
Panitera Pengganti,

FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 350.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Biaya Sumpah Rp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)
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